BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat di
simpulkan bahwa pada Strategi Politik dalam Inovasi Pembangunan Kepala
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merepresentasikan inovasinya
dengan diskursus, kekuasaan (wewenang, tekanan/paksaan dan legitimasi)
serta pengetahuan. Tujuan dari merefresentasikan inovasi pembangunan
melalui simbol-simbol tersebut adalah untuk melihat bagian-bagian dari
kekuasaan Kepala Desa terhadap keberhasilan (Success) di dalam membangun
desa sehingga kesejahteraan dan perekonomian masyarakat meningkat.

Keberhasilan tersebut dapat di lihat dari beberapa kegiatan dan
pembangunan yang telah di capai, baik itu yang sedang dalam tahan
pengerjaan dan bahkan yang sudah selesai di kerjakan. Semua inovasi tersebut
di tujukan untuk kepantingan masyarakat semua, diantara yang selasai di
kerjakan dan bahkan yang masih dalam proses adalah gudang penyimpanan
peralatan desa, parit kecil atau lubang cacing, bendungan pengontrol air, jalan
perlintasan serta sebuah pasar kecil yang biasa di sebut kalangan oleh

masyarakat Desa Arisan Musi Timur.

Adanya rasa keberhasilan dan pencapaian dalam Strategi Politik
inovasi pembangunan desa tersebut kemudian diharapkan akan menjadi acuan

untuk pemimpin kelak agar selalu berinovasi membangun desanya dengan
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lebih baik. Sebagaisalah suatu desa yang dengan katagori maju, Desa Arisan
Musi Timur dapat menjadi contoh untuk desa lain terutama dalam melihat

Strategi Politik Kepala Desa dalam Inovasi Pembanguna untuk desa.

Sementara Desa Arisan Musi Induk yang merupakan desa induk dari
Desa Arisan Musi Timur dapat mencontoh desa yang di mekarkannya supaya
dengan harapan desa induk dari Arisan Musi Timur dapat berkembang
layaknya Desa Arisan Musi Timur.Semua keberhasilan suatu pembangunan
tidak terlepas dari pranan semua pihak baik itu masyarakatnya sendiri dan juga

pemerintah itu sendiri.

. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, dapat
dipahami bahwa untuk mencari seorang pemimpin yang dapat
mensejahterakan masyarakatnya serta dapat membangun desanya agar lebih
maju lagi dapat di lihat dari pengetahuan yang di miliki serta cara
bersosialisasi suatu calon Kepala Desa. Dari bagusnya kepemimpinan seorang
dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, patutnya kita ikut berperan
dalam menyukseskan semua inovasi yang di buat Kepala Desa agar kemajuan
dapat lebih muda di capai. Dengan adanya anggaran desa yakni APBN sudah
sepatutnya penyelenggaraan pemerintah dalam hal ini Kepala Desa dapat
memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya, Karna kemajuan suatu desa

dapat di lihat dari perekonomian dan kesejahtraan masyarakat di desa tersebut.
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